
Pasal ... 

KEPUTUSAN T<EPALA BADAN T<OORDINASI PENANAMAN MODAL 
TENI'ANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN 
JCF.PlJI'USAN PENCADIJI' AN/PEMBAT ALAN PEND AFT ARAN 
PENANAMAN MODAL/TZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 
DANI ATAU IZ1N USAHAIIZIN USAHA TtTAP KEPADA DEPU11 
BIDA.l"IG PENGENOALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

Mcnetapkan 

MF.MUfUSKAN : 

-- 

t. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tcntang Penanamau 
Modal (Lembaran Negnm Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
G7, Tambahan Lembaran Negnm Republik Indonesia Nomor 
4 724); 

2. Peraturau Presideu Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

3. Kcputusan Presideu Nomor I\ 7 /P Talnm 2007; 
4. Peratursn Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

90/SK/2007 tentang Or&anisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi 
Penanarnan Modal; 

5. Peraturan Kepala Badnn Koordinasi Penanaman Modal Nomor .13 
Tahun 2009 tentnng Pedoman dan Talll Cara Pengendalian 
Pelaksanaan Fenanaman Modal; 

bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Kcpaln 
Badan Koordinasi Penanaman Modal dipandang perlu pendelegasian 
wewenang penandatanganan keputusan pencabutan/pcmbatalan 
pendaftaran penanaman mcdal/izin prinsip pcnanarnan modal 
dnn/atau izin usaha/izin usaha tetap kepada Deputi Bidang 
Pcngendalian Pelaksannan Penauaman Modal; 

Menimbang 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
NOMOR 3 TAHUN 2010 

TENl'ANG 

PENDEtEGASIAN WEMNANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN 
PENCABlrrAN/PEMBATALAN PENDAfTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSCP 

PENANAMAN MODAL DAN/ ATAU IZIN USAHA/IZIN USA HA TI.TAP KEPADA DEPlm 
BIDANG PENGEl'\'OALlAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

PERATURAN 

KEPALA BADAN KOORDINAS! PENANAMAN MODAL 



- 2 - 

~ Gita \ 'irjaw~j 

inasi Penanaman Modal 

: Jakarta 

1 6 FEB 2010 
Oitctapkan di 
Pada ta ngga 1 

Apabila di kemudian hnri tcrdapat kckcliruan pada Peraturan ini, aknn diadakan perbaikan 
scbagaimana mestinya. 

Pasal 5 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Pasal 4 

Dcputi Bidan~ Pengendalian Pelaksanaan Pcnanaman Modal dalarn melaksanakan kctcntuan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal I dan Pasal 2 menyampaikan laporan kcpada Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

Pasal :{ 

Penandatanganan Keputusan Pencabutan I Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I dilakukan untuk dan alas nama Kepala Badan Koorclinasi Pcnanaman Modal. 

Pasal 2 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mcndelegasikan wewcnang penandatnnganan 
Keputusan Pencabutan/Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman 
Modal dan/atau lzin Usaha/tzin Usahn Tctap kepada Deputi Bidang Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal. 

Fasal 1 

' . 


